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Abstract. This study examines the implications of transitioning Indonesian National Armed Forces (TNI) members
to National Police (Polri) members on the effectiveness of Indonesia's national defense system. The objectives are
to analyze strategic implementation designs, identify positive impacts, and evaluate the feasibility of this policy.
The research employs a qualitative approach, utilizing literature review and in-depth interviews for data
collection. Findings suggest that this status transition has the potential to enhance TNI-Polri synergy in
addressing increasingly complex threat spectrums. However, its implementation requires careful planning
regarding regulatory, institutional, and human resource aspects. Identified positive impacts include improved
capabilities in handling hybrid threats and strengthening integrated security systems. Nevertheless, significant
challenges exist in harmonizing organizational cultures and adjusting operational doctrines. In conclusion, while
this policy holds strategic potential, it necessitates comprehensive study and a phased approach in its
implementation.
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Abstrak. Penelitian ini mengkaji implikasi peralihan status anggota TNI menjadi anggota Polri terhadap
efektivitas sistem pertahanan negara Indonesia. Tujuannya adalah menganalisis rancangan strategis implementasi,
mengidentifikasi dampak positif, serta mengevaluasi peluang terlaksananya kebijakan tersebut. Metode yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara
mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan status ini berpotensi meningkatkan sinergi TNI-Polri
dalam menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks. Namun, implementasinya memerlukan
perencanaan yang matang terkait aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Dampak positif yang
teridentifikasi meliputi peningkatan kapabilitas penanganan ancaman hibrida dan penguatan sistem keamanan
terpadu. Meski demikian, terdapat tantangan signifikan dalam harmonisasi budaya organisasi dan penyesuaian
doktrin operasional. Kesimpulannya, kebijakan ini memiliki potensi strategis namun membutuhkan kajian
komprehensif dan pendekatan bertahap dalam implementasinya.

Kata kunci: peralihan status, TNI, Polri, sistem pertahanan negara, keamanan nasional

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan dinamika keamanan geopolitik global yang semakin kompleks dan
dinamis telah menghadirkan berbagai tantangan baru bagi sistem pertahanan negara Indonesia.
Ancaman keamanan global saat ini telah mengalami perubahan signifikan, dari ancaman
tradisional seperti konflik antarnegara menuju ancaman non-tradisional yang lebih kompleks,
termasuk terorisme, kejahatan siber, dan peredaran narkoba. World Economic Forum (2023),
menyampaikan bahwa risiko-risiko baru seperti kejahatan siber yang meluas dan
ketidakamanan siber kini menjadi perhatian utama bagi banyak negara, menuntut pendekatan
pertahanan yang lebih adaptif dan komprehensif. Perubahan pada lanskap geopolitik global
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juga memberikan dampak negatif terhadap stabilitas keamanan regional dan nasional.
Weatherbee (2019), mengemukakan bahwa persaingan kekuatan antara negara-negara besar
seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia telah menciptakan ketegangan dan ancaman baru
di kawasan Asia Pasifik, yang berpotensi memicu konflik regional dan mengancam kedaulatan
Indonesia.

Perkembangan teknologi telah menghadirkan paradigma baru dalam strategi
pertahanan modern. Kementerian Pertahanan RI (2022), menekankan bahwa konsep perang
generasi kelima yang mengedepankan penguasaan sistem C4ISR (Command, Control,
Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), menjadi
tantangan tersendiri bagi sistem pertahanan Indonesia. Penguasaan teknologi informasi,
kecerdasan buatan, dan perang siber menjadi kunci dalam menghadapi ancaman di era digital.
Di sisi lain, fenomena perang berlarut atau protracted war di berbagai belahan dunia telah
menunjukkan kompleksitas tantangan keamanan kontemporer yang perlu diantisipasi.

Degradasi nilai-nilai bela negara dan nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia
telah menjadi kekhawatiran tersendiri bagi bangsa. Menurunnya pemahaman dan semangat
bela negara dapat melemahkan ketahanan nasional dan membuka celah bagi intervensi asing.
Sebagaimana diingatkan oleh Mohammad Hatta, jatuh bangunnya negara sangat tergantung
dari bangsa itu sendiri. Dalam konteks mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Bappenas
(2019) menekankan pentingnya membangun pertahanan yang tangguh dan berdaya saing
global sebagai prasyarat menjadi negara maju. Sejalan dengan hal tersebut, peralihan status
anggota TNI menjadi anggota Polri harus dilihat sebagai bagian dari upaya strategis dalam
mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menghadapi kompleksitas tantangan keamanan,
Indonesia perlu melakukan pembaruan komprehensif terhadap sistem pertahanan negaranya.
Salah satu opsi strategis yang layak dikaji adalah implikasi peralihan anggota TNI menjadi
anggota Polri terhadap efektivitas sistem pertahanan negara. Langkah ini berpotensi
meningkatkan integrasi dan kapabilitas militer dan kepolisian dalam menciptakan pendekatan
keamanan yang lebih holistik dan adaptif terhadap perubahan dinamika potensi ancaman di era
kontemporer.

Penelitian mengenai implikasi peralihan anggota TNI menjadi anggota Polri terhadap
efektivitas sistem pertahanan negara menjadi penting untuk dilakukan, mengingat adanya
urgensi dalam meningkatkan sinergi antara TNI dan Polri dalam menghadapi spektrum
ancaman yang semakin luas dan kompleks. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan
kajian mendalam terkait implikasinya terhadap efektivitas sistem pertahanan negara secara
keseluruhan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan
kebijakan pertahanan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika keamanan global,
regional, dan nasional. Dengan demikian, berdasarkan dari beberapa identifikasi permasalahan
tersebut, maka sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan dalam bentuk
pertanyaan penelitian, sebagai berikut: Pertama, Bagaimana rancangan strategis yang dapat
diimplementasikan dalam proses peralihan anggota TNI menjadi anggota Polri terhadap
efektivitas sistem pertahanan negara?; Kedua, Apa saja dampak positif dari implikasi peralihan
anggota TNI menjadi anggota Polri?; dan Ketiga, Seberapa besar peluang dan kemungkinan
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terlaksananya kebijakan peralihan status ini?. Adapun sebagai tujuan utama dari penelitian ini
yang akan dilakukan adalah, untuk: (1) Menganalisis rancangan strategis yang dapat
diimplementasikan dalam proses peralihan anggota TNI menjadi anggota Polri terhadap
efektivitas sistem pertahanan negara, (2) Mengidentifikasi dampak positif dari implikasi
peralihan anggota TNI menjadi anggota Polri, dan (3) Mengevaluasi seberapa besar peluang
dan kemungkinan terlaksananya kebijakan peralihan status ini.

2.  TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perubahan Organisasi. Teori perubahan organisasi yang dikemukakan oleh Kurt
Lewin dapat memberikan wawasan penting dalam konteks peralihan anggota TNI menjadi
anggota Polri. Model Lewin, yang dikembangkan oleh Kurt Lewin, merupakan pendekatan
teori klasik dalam manajemen perubahan organisasi yang terdiri dari tiga tahap utama:
unfreezing, moving, dan refreezing. Tahap unfreezing berfokus pada persiapan organisasi
untuk perubahan dengan membangun motivasi dan kesiapan. Tahap moving, merupakan inti
dari proses perubahan, di mana strategi dan tindakan baru diimplementasikan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Tahap ini memerlukan komunikasi efektif, keterlibatan
karyawan, dan dukungan kepemimpinan untuk mengatasi resistensi. Tahap terakhir,
refreezing, bertujuan untuk menstabilkan dan mengkonsolidasikan perubahan yang telah
dilakukan dengan mengintegrasikan perilaku dan praktik baru ke dalam budaya organisasi.
Sebagaimana dikemukakan oleh Mellita dan Elpanso (2020), Model Lewin ini menyediakan
kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengelola proses perubahan
organisasi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi perubahan.

Teori Institusionalisme Scott (2008), menyediakan kerangka kerja untuk memahami
bagaimana institusi seperti TNI dan Polri dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.
Teori ini mengidentifikasi tiga pilar institusi, yaitu: regulatif, normatif, dan budaya-kognitif.
Dalam konteks peralihan anggota TNI menjadi anggota Polri, pilar regulatif akan melibatkan
pada proses penyusunan dan implementasi regulasi baru, yang dapat mengatur dari proses
perubahan ini. Sedangkan pilar normatif, berfokus pada pergeseran nilai-nilai dari orientasi
militer ke fungsi kepolisian sipil. Selanjutnya pada pilar budaya-kognitif, yaitu berkaitan
dengan perubahan pemahaman tentang peran dan identitas anggota yang beralih dari TNI ke
Polri.

Teori Pembelajaran Organisasi, menekankan pentingnya akuisisi pengetahuan baru,
berbagi informasi, dan penerapan wawasan dalam proses transformasi organisasi (Ur, et al.,
2019). Dalam konteks peralihan TNI ke Polri, teori ini dapat membantu merancang strategi
dalam memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk fungsi
kepolisian.

Teori Tata Kelola Adaptif, menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan
beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang kompleks, seperti peralihan anggota TNI
menjadi anggota Polri (Datta & Chaffin, 2022). Teori ini mendorong pengembangan sistem
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pengambilan keputusan yang responsif, mekanisme umpan balik yang efektif, dan kapasitas
untuk belajar dan beradaptasi secara cepat. Dalam konteks peralihan TNI ke Polri, pendekatan
tata kelola adaptif dapat membantu merancang struktur organisasi yang cukup fleksibel dalam
merespons tantangan yang ada selama proses perubahan ini berlangsung.

Teori Pemangku Kepentingan, yang dikembangkan oleh Freeman dan rekan-rekannya,
menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam
suatu organisasi. Dalam konteks peralihan status anggota TNI menjadi anggota Polri, menurut
Freeman et al. (2010), menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi bergantung pada
kemampuannya untuk memenuhi harapan semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini,
pemangku kepentingan seperti pemerintah dan masyarakat harus memahami serta mendukung
proses peralihan ini, dapat berjalan dengan lancar.

Teori Reformasi Kepolisian, memberikan wawasan penting tentang proses perubahan
pada institusi keamanan yaitu Polri, hal ini mencakup aspek-aspek seperti demiliterisasi
kepolisian, meningkatkan akuntabilitas, dan perubahan budaya organisasi. Dalam konteks
implikasi peralihan anggota TNI menjadi anggot Polri terhadap efektivitas sistem pertahanan
negara, teori ini dapat membantu merancang proses efektivitas nilai-nilai dan praktik
kepolisian sipil oleh personel yang sebelumnya memiliki latar belakang militer (Bayley, 2008).

3.  METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk
menganalisis secara mendalam terhadap implikasi peralihan status anggota TNI menjadi
anggota Polri terhadap efektivitas sistem pertahanan negara. Pendekatan kualitatif dipilih
karena kemampuannya dalam menggali pemahaman secara holistik. McMillan dan
Schumacher (2003), menyatakan bahwa metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk
mengamati dan berinteraksi dengan subjek penelitian dalam konteks alaminya. Studi kasus
digunakan sebagai strategi penelitian karena memungkinkan penyelidikan mendalam terhadap
suatu program atau kejadian spesifik dalam konteks yang nyata. Yin (2008), menegaskan
bahwa studi kasus sangat relevan ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas,
serta memungkinkan penggunaan berbagai sumber bukti untuk memperoleh pemahaman yang
komprehensif.

Subjek penelitian mencakup pejabat kunci dari instansi terkait seperti Kementerian
Pertahanan, KemenpanRB, Markas Besar TNI, dan Markas Besar Polri. Pemilihan subjek
didasarkan pada pertimbangan, bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman
langsung terkait proses peralihan anggota TNI menjadi anggota Polri. Pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Moleong (2018),
menekankan pentingnya penggunaan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian
kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Wawancara dilakukan dengan
para pejabat terkait, observasi dilakukan di lokasi-lokasi strategis, dan analisis dokumen
melibatkan kajian terhadap kebijakan, peraturan, dan laporan terkait untuk memperkaya
pemahaman kontekstual.
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Analisis data menggunakan pendekatan tematik, di mana data yang terkumpul
dikategorisasi dan diinterpretasi untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema kunci terkait
efektivitas peralihan status anggota ini. Creswell (2010), menekankan pentingnya proses
analisis yang sistematis dalam penelitian kualitatif, yang melibatkan "coding", kategorisasi,
dan interpretasi data untuk menghasilkan temuan yang bermakna. Validitas dan reliabilitas
penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data dan metode. Sugiyono (2012), menegaskan
bahwa triangulasi merupakan teknik yang penting untuk memastikan keabsahan data dalam
penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber
dan metode pengumpulan data untuk memastikan konsistensi dan keakuratan temuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini yang mengkaji tentang implikasi peralihan status anggota TNI menjadi
anggota Polri terhadap efektivitas sistem pertahanan negara , dilakukan melalui analisis
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, mengungkap beberapa
temuan penting seperti rancangan strategis yang dapat diimplementasikan, dampak positif dan
efektivitas untuk proses peralihan, serta peluang dan kemungkinan terlaksananya kebijakan
peralihan status ini. Terkait dengan rancangan strategis yang dapat diimplementasikan, hasil
penelitian mengidentifikasi empat aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, studi
kelayakan; Kedua, persiapan regulasi; Ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan; dan
Keempat, evaluasi berkala. Mengenai dampak positif dan efektivitas untuk proses peralihan
tersebut, penelitian mengungkap tiga aspek utama. Pertama, penguatan terhadap komponen
pendukung dalam pertahanan negara; Kedua, meningkatkan kemampuan organisasi Polri
dalam menghadapi berbagai jenis ancaman keamanan; dan Ketiga, mengembangkan potensi
SDM Polri. Selanjutnya terkait dengan peluang dan kemungkinan terlaksananya kebijakan
peralihan status ini, penelitian mengidentifikasi tiga faktor penting. Pertama, diperlukan
strategi perencanaan; Kedua, pentingnya dukungan yang diberikan; Ketiga, perlunya evaluasi
berkelanjutan.

Tabel 1 Hasil Penelitian

No | Rumusan Masalah Aspek yang perlu dipertimbangkan
1. | Bagaimana rancangan strategis yang dapat | - Studi kelayakan
diimplementasikan dalam proses peralihan | - Persiapan regulasi
anggota TNI menjadi anggota Polri|- Keterlibatan pemangku kepentingan
terhadap efektivitas sistem pertahanan | - Evaluasi berkala
negara?
2. | Apa saja dampak positif dari implikasi | - Penguatan terhadap komponen pen-dukung

peralihan anggota TNI menjadi anggota
Polri?

dalam pertahanan negara

- Meningkatkan kemampuan organisasi Polri
dalam menghadapi berbagai jenis ancaman
keamanan

- Mengembangkan potensi SDM Polri
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3. Seberapa besar peluang dan kemungkinan | - Strategi perencanaan
terlaksananya kebijakan peralihan status | - Dukungan yang diberikan
ni? - Evaluasi berkelanjutan

4.2. Rancangan strategis yang dapat diimplementasikan

Rancangan strategis yang dapat diimplementasikan terhadap peralihan anggota TNI
menjadi anggota Polri, merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat sistem
pertahanan negara. Proses ini memerlukan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk
memastikan keberhasilannya. Oleh karena itu studi kelayakan perlu dilakukan guna mengkaji
aspek-aspek teknis dan operasional dari peralihan tersebut. Selain itu, persiapan regulasi yang
tepat sangat diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi proses peralihan
ini. Selanjutnya, keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, termasuk pimpinan TNI dan
Polri, Kementerian Pertahanan, serta lembaga legislatif, serta Stakeholder terkait lainnya juga
menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran dan efektivitas proses peralihan ini. Dengan
memadukan ketiga elemen tersebut, diharapkan rancangan strategis ini dapat mengoptimalkan
peran anggota TNI menjadi anggota Polri terhadap efektivitas sistem pertahanan negara.

a. Studi kelayakan

Studi kelayakan merupakan langkah penting dalam merancang strategi peralihan status
keanggotaan TNI menjadi Polri. Proses ini memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai
aspek, termasuk sosial, politik, dan budaya, untuk memastikan keberhasilan implementasinya.
Penerapan Teori Perubahan Organisasi Kurt Lewin, khususnya model tiga langkah perubahan,
dapat menjadi kerangka kerja yang efektif dalam mengelola transisi ini. Sebagaimana
dikemukakan oleh Mellita dan Elpanso (2020), model Lewin terdiri dari tahap unfreezing,
moving, dan refreezing, yang dapat diaplikasikan untuk mempersiapkan organisasi,
melaksanakan perubahan, dan mengkonsolidasikan hasil perubahan. Dalam konteks ini, studi
kelayakan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dinamika
organisasi dan manajemen perubahan yang kompleks. Pengalaman teori reformasi kepolisian
di negara lain, seperti Afrika Selatan pasca-apartheid, dapat menjadi sumber pembelajaran
berharga. Hal ini sejalan dengan Teori Institusionalisme yang menekankan pentingnya belajar
dari pengalaman institusi lain dalam proses perubahan organisasional (Scott, 2008). Selain itu,
pengembangan kurikulum pelatihan terintegrasi menjadi aspek penting dalam memastikan
adaptasi efektif personel TNI terhadap tugas dan tanggung jawab baru di Polri. Wisnu (2019)
menegaskan, bahwa teori pembelajaran organisasi dapat membantu dalam proses adaptasi dan
pengembangan melalui akuisisi pengetahuan baru, berbagi informasi, dan penerapan wawasan
yang diperoleh.

b. Persiapan regulasi

Proses peralihan status anggota TNI menjadi anggota Polri, memerlukan landasan hukum
yang kuat dan menyeluruh. Rancangan strategis yang dapat diimplementasikan dalam proses
peralihan ini, harus mempertimbangkan persiapan regulasi yang kuat dan komprehensif
melalui revisi UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No. 2/2002 tentang Polri. Dalam persiapan
regulasi ini, perlu memperhatikan aspek keamanan nasional dan hubungan internasional untuk
menjamin kelancaran proses peralihan ini. Teori Tata Kelola Adaptif yang dikemukakan oleh
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Datta dan Chaffin (2022), menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi
dalam tata kelola, terutama ketika menghadapi perubahan yang kompleks seperti peralihan
status anggota TNI menjadi anggota Polri. Teori ini, menekankan pentingnya pengembangan
sistem pengambilan keputusan yang responsif, mekanisme umpan balik yang efektif, dan
kapasitas untuk belajar dan beradaptasi secara cepat. Dalam konteks peralihan ini, pendekatan
tata kelola adaptif dapat membantu dalam mempersiapkan reguliasi baru yang dapat dijadikan
sebagai payung hukum yang kuat tanpa melalui proses legislasi yang panjang.

c. Keterlibatan pemangku kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan aspek penting dalam rancangan strategis
peralihan status anggota TNI menjadi anggota Polri. Proses peralihan ini, memerlukan
partisipasi dan peran aktif dari berbagai pihak untuk mencapai keberhasilan. Dalam hal ini,
teori pemangku kepentingan menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi bergantung
pada kemampuannya untuk memenuhi harapan semua pemangku kepentingan (Freeman et al.,
2010). Dalam konteks Indonesia, pemangku kepentingan utama mencakup TNI, Polri,
pemerintah, DPR, masyarakat sipil, dan akademisi. Setiap pihak memiliki kepentingan dan
sudut pandang yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan khusus. TNI, sebagai institusi
yang mengalami perubahan langsung, memerlukan strategi yang berfokus pada komunikasi
terbuka, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan jaminan kesejahteraan personel.
Sementara itu, Polri perlu mempersiapkan program pelatthan komprehensif, mekanisme
penilaian kinerja yang adil, dan sistem karir yang jelas bagi personel baru.

d. Melakukan Evaluasi Secara Berkala

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap rancangan strategis peralihan status anggota
TNI menjadi anggota Polri, merupakan komponen penting dalam menjamin keberhasilan
reformasi sektor keamanan. Pendekatan multidisiplin ini, tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen pengukuran efektivitas implementasi, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi
area perbaikan dan memastikan akuntabilitas publik. Proses evaluasi yang komprehensif harus
mencakup beberapa aspek penting, termasuk evaluasi proses, output, outcome, dan
dampaknya. Penelitian terkini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemangku kepentingan
dan komunikasi transparan berkorelasi positif dengan keberhasilan reformasi sektor keamanan
(Budiarto et al., 2024). Artinya, keterlibatan pemangku kepentingan yang mencakup tidak
hanya pihak internal seperti anggota TNI dan Polri, tetapi juga pihak eksternal seperti
masyarakat sipil dan lembaga pengawas, dapat memberikan perspektif yang lebih
komprehensif dalam proses evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi berkala, perlu ditetapkan
indikator kinerja utama yang jelas dan terukur untuk setiap aspek yang akan dievaluasi. Studi
komparatif mengenai reformasi kepolisian di berbagai negara, menggarisbawahi pentingnya
mempertimbangkan outcome jangka panjang, seperti peningkatan kepercayaan masyarakat
terhadap institusi keamanan, sebagai indikator keberhasilan reformasi. Evaluasi berkala juga
harus bersifat adaptif, mampu menyesuaikan fokus dan metodologinya seiring dengan
perkembangan proses peralihan. Hasil evaluasi harus didokumentasikan dengan baik,
dikomunikasikan secara transparan kepada publik, dan digunakan sebagai dasar untuk
perbaikan dan penyesuaian strategi implementasi. Dengan menerapkan evaluasi berkala yang
komprehensif dan partisipatif dari berbagai pemangku kepentingan, diharapkan evaluasi
terhadap rancangan strategis peralihan status anggota TNI menjadi anggota Polri dapat terus
disempurnakan, meningkatkan peluang keberhasilan pada proses peralihan ini, serta dapat
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membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri dalam menjaga ketertiban dan
keamanan masyarakat di Indonesia.

4.3. Dampak Positif dari Implikasi Peralihan Anggota TNI Menjadi Anggota Polri

Peralihan anggota TNI menjadi anggota Polri, merupakan langkah strategis yang
membawa sejumlah dampak positif bagi sistem pertahanan dan keamanan negara. Proses ini
tidak hanya memperkuat komponen pendukung dalam pertahanan negara, tetapi juga
meningkatkan kemampuan organisasi Polri dalam menghadapi berbagai jenis ancaman
keamanan yang semakin kompleks di era modern saat ini. Selain itu, peralihan ini membuka
peluang besar untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia Polri melalui integrasi
pengalaman dan keahlian personel TNI ke dalam jajaran kepolisian. Ketiga aspek ini saling
berkaitan erat dan berpotensi menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya menjaga stabilitas
dan keamanan nasional. Melalui pembahasan mendalam tentang dampak positif dari implikasi
peralihan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai
pentingnya peralihan status anggota TNI menjadi anggota Polri ini bagi kemajuan sistem
keamanan dan pertahanan negara Indonesia di masa depan.

a. Penguatan terhadap komponen pendukung dalam pertahanan negara

Penguatan komponen pendukung pertahanan negara, merupakan salah satu dampak positif
yang signifikan dari peralihan status anggota TNI menjadi anggota Polri. Selaras dengan
amanat UU PSDN No. 23 Tahun 2019, proses peralihan ini berpotensi menciptakan sinergi
antara kemampuan militer dan kepolisian, yang pada gilirannya dapat menghasilkan sistem
keamanan yang lebih tangguh dan terintegrasi. Optimalisasi keahlian dan pengalaman personel
TNI yang beralih ke Polri dapat memperkuat berbagai aspek komponen pendukung, seperti
sosialisasi, proteksi, pengamanan, dan penyelamatan dalam sistem pertahanan negara. Namun,
realisasi potensi ini membutuhkan strategi implementasi yang komprehensif, meliputi
pemetaan kompetensi personel, pengembangan program pelatihan khusus, dan integrasi
bertahap ke dalam struktur Polri. Melalui pendekatan yang terencana, peralihan ini diharapkan
dapat meningkatkan kapasitas Polri dalam menangani ancaman keamanan non-tradisional dan
meningkatkan efektivitas operasi keamanan lintas sektoral. Dalam perspektif jangka panjang,
penguatan komponen pendukung pertahanan negara melalui peralihan status anggota TNI
menjadi anggota Polri, dapat berkontribusi pada terciptanya sistem pertahanan yang lebih
adaptif dan fleksibel. Dengan terwudnya integrasi kemampuan militer dan kepolisian, maka
akan berpotensi dan menghasilkan kekuatan keamanan yang lebih siap menghadapi spektrum
ancaman yang semakin kompleks di era modern saat ini. Selain itu, proses peralihan ini juga
dapat menjadi katalis bagi modernisasi Polri melalui transfer pengetahuan dan teknologi dari
TNI. Namun, beberapa tantangan perlu diantisipasi, seperti integrasi budaya organisasi yang
berbeda, penyesuaian doktrin, dan potensi resistensi internal. Investasi signifikan dalam
pelatihan dan pengembangan kompetensi personel juga diperlukan untuk memastikan
efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini,
peralihan status anggota TNI menjadi anggota Polri dapat menjadi langkah strategis dalam
memperkuat sistem pertahanan negara Indonesia.

b. Meningkatkan kemampuan organisasi Polri dalam menghadapi berbagai jenis
ancaman keamanan
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Peralihan keanggotaan TNI menjadi anggota Polri, memiliki potensi yang cukup besar
untuk meningkatkan kemampuan organisasi Polri dalam menghadapi berbagai ancaman dan
tantangan keamanan di Indonesia saat ini. Dengan mengintegrasikan kapabilitas militer TNI
dan keahlian penegakan hukum Polri, diharapkan Indonesia dapat lebih responsif menghadapi
berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Menurut Buzan dan Waver (2003),
ancaman di era modern tidak hanya berasal dari konflik antarnegara, tetapi juga melibatkan
aktor non-negara. Oleh karena itu, integrasi ini dapat dilihat sebagai langkah adaptif yang
memungkinkan dapat memobilisasi personel Polri dengan cepat dan koordinasi yang efektif
dalam menghadi berbagai bentuk ancaman keaman, mirip dengan model Jepang yang telah
terbukti berhasil dalam meningkatkan fleksibilitas respons keamanannya (Samuels, 2010).
Selain itu, peralihan ini juga dapat memperkuat kemampuan negara Indonesia dalam
menghadapi ancaman hibrida yang melibatkan elemen konvensional dan non-konvensional.
Dengan adanya kolaborasi antara TNI dan Polri, Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani
isu-isu seperti disinformasi dan aktivitas separatisme di seluruh wilayah Indonesia.
Peningkatan fleksibilitas ini juga dapat berpotensi dalam memperkuat posisi Indonesia dalam
arsitektur keamanan regional. Namun, untuk merealisasikan potensi ini, diperlukan
implementasi yang hati-hati dan pengawasan yang transparan agar tetap sejalan dengan prinsip-
prinsip demokrasi.

¢. Mengembangkan potensi SDM Polri

Peralihan anggota TNI menjadi anggota Polri, merupakan langkah strategis dalam
pengembangan sumber daya manusia (SDM) di institusi Polri. Proses ini tidak hanya bertujuan
untuk meningkatkan jumlah personel, tetapi juga untuk memanfaatkan kompetensi dan
pengalaman yang dimiliki oleh anggota TNI. Dengan adanya transfer pengetahuan dan
keterampilan, diharapkan Polri dapat memperkuat kapabilitasnya dalam menghadapi tantangan
keamanan yang semakin kompleks. Pelatihan lintas institusi dan penggunaan teknologi
mutakhir, akan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga
personel dapat menjadi lebih adaptif dan multi-talenta (Diwyarthi et al., 2022). Selain itu,
peralihan status ini membuka peluang baru bagi pengembangan karir anggota TNI yang beralih
menjadi anggota Polri. Hal ini berpotensi meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yang
pada gilirannya berdampak positif pada kinerja dan loyalitas. Pengembangan karir yang
terstruktur sangat penting untuk memastikan bahwa proses peralihan ini, dapat berjalan lancar
dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan pengelolaan yang baik, peralihan ini dapat
menghasilkan SDM yang lebih kompeten dan efektif dalam menjalankan tugasnya, serta
memperkuat sistem pertahanan negara secara keseluruhan (Akbar et al., 2023).

4.4. Peluang dan Kemungkinan Terlaksananya Kebijakan Peralihan Anggota TNI
Menjadi Anggota Polri

Dalam mengkaji peluang dan kemungkinan terlaksananya kebijakan peralihan anggota
TNI menjadi anggota Polri, diperlukan pemahaman komprehensif terhadap berbagai aspek
yang saling terkait. Pembahasan ini akan menelaah tiga komponen utama yang menjadi pilar
keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Pertama, strategi perencanaan yang matang dan
terstruktur menjadi landasan awal dalam memetakan langkah-langkah konkret serta antisipasi
terhadap potensi tantangan yang mungkin muncul. Kedua, dukungan yang diberikan dari
berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, menjadi faktor krusial dalam
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memastikan kelancaran proses peralihan. Ketiga, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk
memantau perkembangan, mengidentifikasi area perbaikan, dan melakukan penyesuaian yang
diperlukan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui eksplorasi ketiga aspek ini,
diharapkan dapat terbentuk gambaran yang lebih jelas mengenai prospek dan tantangan dalam
mewujudkan kebijakan peralihan anggota TNI menjadi anggota Polri.

a. Strategi perencanaan

Strategi perencanaan, memegang peranan penting dalam mewujudkan peluang dan
kemungkinan terlaksananya kebijakan peralihan anggota TNI menjadi anggota Polri. Proses
ini tentunya akan membutuhkan dalam merevisi UU terkait hal ini, secara menyeluruh sebagai
landasan hukum yang akan digunakan bagi kedua institusi tersebut, sebagaimana diatur dalam
UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No. 2/2002 tentang Polri. Menurut Alfiandri dkk. (2019),
perubahan hukum signifikan semacam ini, dapat memakan waktu bertahun-tahun dan
memerlukan konsensus politik yang luas. Oleh karena itu pendekatan ‘collaborative
governance”, dipandang sebagai solusi potensial untuk membangun kesepakatan di antara para
pemangku kepentingan. Meski demikian, tantangan seperti perbedaan budaya organisasi dan
kebutuhan pelatihan khusus tidak boleh diabaikan. Dari segi administratif, integrasi struktur
komando, sistem kepangkatan, dan budaya organisasi memerlukan perencanaan cermat.
Pengalaman historis Indonesia dalam mengintegrasikan dan memisahkan kembali Polri dari
ABRI memberikan pelajaran berharga tentang kompleksitas proses ini.

Oleh karena itu, peluang dan kemungkinan terlaksananya kebijakan peralihan anggota TNI
menjadi anggota Polri, hal inti tergantung pada strategi perencanaan yang matang. Karena hal
tersebut, membutuhkan revisi menyeluruh terhadap landasan hukum, perencanaan
administratif yang cermat, serta pertimbangan aspek psikologis dan sosial. Pendekatan seperti
‘collaborative governance”, dapat menjadi solusi yang tepat dalam memfasilitasi konsensus
di antara pemangku kepentingan, namun tantangan seperti perbedaan budaya organisasi dan
kebutuhan pelatihan khusus tetap harus diatasi. Integrasi teknologi, meski berpotensi
meningkatkan efektivitas operasional, namun memerlukan investasi besar dan strategi
perencanaan yang matang. Dengan demikian, pendekatan bertahap dan adaptif mungkin lebih
realistis, hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim studi khusus, implementasi proyek
percontohan, penguatan koordinasi, pelibatan masyarakat sipil dan akademisi, serta
pengembangan program pelatihan bersama. Dengan demikian, dukungan terhadap kebijakan
ini harus bersifat holistik, dan mempertimbangkan aspek hukum, administratif, psikologis,
teknologi, dan sosial, serta dilakukan secara bertahap untuk memastikan keberhasilan
implementasi sambil tetap menjaga efektivitas sistem pertahanan negara dan keamanan
nasional.

b. Dukungan yang diberikan

Peluang dan kemungkinan terlaksananya kebijakan peralihan anggota TNI menjadi
anggota Polri, sangat tergantung salah satunya yaitu pada faktor dukungan yang diberikan dari
berbagai pemangku kepentingan dalam proses peralihan ini. Hal ini merupakan faktor penting
yang tidak dapat diabaikan. Sebagaimana diungkapkan Beetham, penggunaan kekuatan oleh
aparat penegak hukum harus memperhatikan elemen-elemen kunci seperti legalitas, justifikasi
moral, dan penerimaan sosial (Beetham dalam Soeroso, 2011). Dalam konteks peralihan status
TNI menjadi Polri, hal ini berkaitan erat dengan persetujuan dan dukungan dari berbagai
pemangku kepentingan. Proses ini membutuhkan legitimasi hukum yang kuat, pembenaran
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moral yang dapat diterima, serta penerimaan luas dari masyarakat, pemerintah, dan anggota
TNI/Polri sendiri. Potensi manfaat dari peralihan ini mencakup peningkatan profesionalisme
dalam penegakan hukum sipil, fokus yang lebih tajam pada pelayanan masyarakat, serta
kejelasan pembagian peran dan fungsi antara TNI dan Polri. Namun demikian,
implementasinya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan transparansi untuk
memastikan dukungan dari seluruh pihak terkait, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik
dan meningkatkan efektivitas kedua institusi dalam menjalankan tugas masing-masing.

Integrasi kapabilitas TNI dan Polri dapat memperkuat kemampuan Polri dalam menangani
ancaman hibrida dan asimetris. Namun, diperlukan mekanisme pengawasan dan keseimbangan
yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga profesionalisme institusi.
Sebagai langkah solusi, direckomendasikan pendekatan bertahap dan selektif dalam
implementasi kebijakan ini. Tahap awal dapat dimulai dengan program pertukaran personel
dan pelatihan bersama antara TNI dan Polri untuk membangun pemahaman mutual.
Selanjutnya, uji coba terbatas pada unit-unit tertentu dapat dilakukan sebelum penerapan secara
luas. Pembentukan tim khusus lintas institusi untuk mengkaji aspek hukum, operasional, dan
manajemen perubahan juga diperlukan guna memastikan peralihan yang terencana dan terukur.
Tak kalah pentingnya adalah sosialisasi intensif kepada masyarakat untuk membangun
dukungan dan memperkuat legitimasi kebijakan ini.

¢. Evaluasi berkelanjutan

Evaluasi berkelanjutan menjadi aspek vital dalam mengkaji peluang dan kemungkinan
terlaksananya kebijakan peralihan anggota TNI menjadi anggota Polri. Pendekatan yang
terstruktur dan menyeluruh diperlukan guna menjamin keberhasilan implementasi kebijakan
tersebut. Tiga pilar utama yang perlu dibangun dalam hal ini yaitu meliputi: evaluasi,
penyusunan regulasi, dan sosialisasi kebijakan. Evaluasi melalui uji coba terbatas merupakan
langkah awal yang penting untuk mengidentifikasi tantangan potensial yang ada, serta dapat
mengukur dampak dari peralihan ini. Hal ini sejalan dengan pemikiran Nilsen et al. (2020),
yang menekankan pentingnya pembelajaran melalui uji coba sebelum penerapan kebijakan
secara luas dalam konteks policy experimentation. Selain itu, penyusunan regulasi yang
komprehensif juga menjadi faktor kunci utama dalam memastikan kelancaran proses peralihan
ini, yang meliputi aspek hukum, operasional, dan manajemen sumber daya manusia. Proses
ini diperkirakan memerlukan waktu 2-3 tahun lamanya, dan harus melibatkan berbagai
pemangku kepentingan untuk menjamin legitimasi dan efektivitasnya.

Lebih jauh lagi, sosialisasi kebijakan kepada seluruh komponen yang terdampak
merupakan langkah esensial dalam mewujudkan pemahaman yang utuh mengenai tujuan,
mekanisme, serta konsekuensi dari peralihan status ini. Kartini et al. (2024), menekankan
pentingnya proses pengiriman dan penerimaan pesan dalam konteks organisasi untuk mencapai
tujuan bersama. Dalam konteks peralihan status TNI menjadi Polri, komunikasi yang efektif
menjadi kunci utama dalam memperoleh dukungan publik dan memastikan keberhasilan
implementasi kebijakan. Meskipun peralihan status ini mungkin dilakukan, namun
implementasinya membutuhkan perencanaan matang, pendekatan bertahap, dan pengelolaan
yang dilakukan secara hati-hati terhadap berbagai tantangan dan risiko yang mungkin timbul
dikemudian hari. Selain itu, keberhasilan peralihan ini sangat bergantung pada kualitas
evaluasi, kematangan regulasi, dan efektivitas sosialisasi yang dilakukan. Dengan
mempertimbangkan kompleksitas dan dampaknya, diperlukan komitmen jangka panjang,
alokasi sumber daya yang memadai, dan dukungan politik yang kuat. Jika dikelola dengan baik,
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maka peralihan status keanggotaan TNI menjadi Polri akan berpotensi dalam memperkuat
sistem pertahanan negara guna menghadapi tantangan keamanan kontemporer yang semakin
kompleks dan dinamis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan diskusi pembahasan mengenai implikasi peralihan status anggota
TNI menjadi anggota Polri terhadap efektivitas sistem pertahanan negara, dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut: Rancangan strategis untuk implementasi peralihan
status anggota TNI menjadi anggota Polri mencakup empat aspek utama. (1) studi kelayakan
menyeluruh yang mengadopsi teori perubahan organisasi Kurt Lewin, meliputi tahap
unfreezing, moving, dan refreezing. (2) persiapan regulasi yang komprehensif melalui revisi
UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No. 2/2002 tentang Polri, dengan mempertimbangkan
aspek keamanan nasional dan hubungan internasional. (3) keterlibatan aktif para pemangku
kepentingan utama seperti TNI, Polri, pemerintah, DPR, masyarakat sipil, dan akademisi. (4)
evaluasi berkala yang bersifat multidisiplin dan partisipatif untuk mengukur efektivitas
implementasi dan mengidentifikasi area perbaikan.

Dampak positif dari implikasi peralihan anggota TNI menjadi anggota Polri meliputi
tiga aspek penting, yaitu (1) penguatan komponen pendukung dalam pertahanan negara melalui
integrasi pengalaman dan keahlian personel TNI ke dalam jajaran kepolisian. (2) peningkatan
kemampuan organisasi Polri dalam menghadapi berbagai jenis ancaman keamanan yang
semakin kompleks. (3) pengembangan potensi sumber daya manusia Polri melalui transfer
pengetahuan dan keterampilan dari personel TNI. Selanjutnya, peluang terlaksananya
kebijakan ini cukup besar, namun memerlukan strategi perencanaan yang matang, dukungan
kuat dari berbagai pemangku kepentingan, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan
efektivitas dan penyesuaian kebijakan sesuai perkembangan situasi.
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